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SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB

KETUA: ANWAR USMAN [00:06]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua.

Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan ucapan
Selamat Idul Fitri 1443 H, mohon maaf lahir dan batin.

Kemudian, agenda persidangan hari ini sesuai dengan berita acara
yang lalu, yaitu untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Nomor
25/PUU-XX/2022. Tapi berdasarkan informasi dari Pak Panitera bahwa
sampai tadi malam, keterangan tertulis dari Ahli Pemohon Nomor 25,
itu hanya 1 orang, yaitu dari Prof. Susi Dwi Harijanti dan hari ini beliau
tidak hadir, sehingga keterangannya tidak dibacakan dan dianggap
sebagai keterangan ad informandum, walaupun di ... tertulis di sini
affidavit, affidavit itu harus ada akta notarisnya, harus melalui di depan
notaris.

Kemudian untuk Nomor 34/PUU-XX/2022, itu akan di agendakan
pada sidang yang akan datang, yaitu tanggal 12 Mei 2022, pukul 13.30
WIB dengan agenda mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Nomor
34/PUU-XX/2022.

Ya. Silakan, Kuasa Hukum, ingin menyampaikan sesuatu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XX/2022:
VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:18]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, kami juga mengucapkan
minal aidin walfaizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh pihak. Dan
juga kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, karena memang kendala
waktu ya, Yang Mulia, jadi kami hanya memasukkan keterangan
tertulis, Yang Mulia.

Jadi, mohon izin mungkin dalam hal ini, masih ada dua
keterangan tertulis ahli lagi, Yang Mulia, kalau nanti ... jadi nanti kami
akan memasukkan. Jadi memang kapasitasnya sebagai keterangan ahli,
tapi tertulis, Yang Mulia.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.



3.

KETUA: ANWAR USMAN [03:53]

Ya, baik. Perlu disampaikan juga bahwa dalam perkara ini, seperti
yang juga sudah disampaikan pada sidang yang lalu, ada beberapa
pihak yang mengajukan dirinya sebagai Pihak Terkait, tetapi masih ada
yang belum memenuhi syarat sehingga sekali lagi, nanti diberikan ...
untuk dilengkapi melalui Kepaniteraan. Apa hasilnya? Nanti Pak
Panitera yang akan menyampaikan, paling tidak ... atau mungkin nanti
akan disampaikan langsung di dalam persidangan ataupun dalam
putusan nanti.

Jadi begitu, untuk DPR, kemudian Kuasa Presiden ... hal-hal yang
ingin disampaikan. Mungkin dari Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang
menyampaikan sesuatu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022:
IBNU SHINA CHANDRANEGARA [04:52]

Dari Pemohon 34/PUU-XX/2022, Yang Mulia?
KETUA: ANWAR USMAN [04:55]

34/PUU-XX/2022? Ya, ya. Boleh Pemohon 34/PUU-XX/2022,
silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022:
IBNU SHINA CHANDRANEGARA [04:58]

Baik, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 34/PUU-XX/2022 (ucapan
tidak terdengar jelas).
Selanjutnya, kami menyampaikan bahwa (ucapan tidak terdengar
jelas). Untuk ahli, kami masih coba (...)
KETUA: ANWAR USMAN [05:21]

Coba, coba ini, kurang jelas. Diulangi!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022:
IBNU SHINA CHANDRANEGARA [05:26]

Untuk (...)
KETUA: ANWAR USMAN [05:27]

Nah itu.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022:
IBNU SHINA CHANDRANEGARA [05:29]

Pemohon 34/PUU-XX/2022, apabila sidang di tanggal 12 (ucapan
tidak terdengar jelas), kami berencana mengajukan satu saksi, Yang
Mulia. Dan ahli kami masih pertimbangkan.

KETUA: ANWAR USMAN [05:42]

Ya, jadi Pemohon 34/PUU-XX/2022 saya ulangi, akan mengajukan
1 ahli dan 1 saksi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022:
IBNU SHINA CHANDRANEGARA [05:51]

Satu saksi.
KETUA: ANWAR USMAN [05:51]
Saksi saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 34/PUU-XX/2022:
IBNU SHINA CHANDRANEGARA [05:52]

Satu saksi. Apabila (ucapan tidak terdengar jelas).
KETUA: ANWAR USMAN [05:54]

Oh, saksi saja. Baik kalau begitu, tadi saya sudah sampaikan
bahwa sidang ini ditunda hari Kamis, 12 Mei 2022, ya. Untuk
mendengar keterangan saksi, ya, satu orang dari Perkara 34 Tahun
2022.

Untuk perkara 25/PUU-XX/2022, tadi ingin menyampaikan
keterangan tertulis dari 2 ahli, dipersilakan. Kemudian untuk DPR,
walaupun tidak hadir dan presiden ... Kuasa Presiden, setelah saksi dari
Pemohon 34/PUU-XX/2022, didengar, baru nanti kesempatan diberikan
kepada Kuasa Presiden dan DPR. Cukup, ya? Cukup.

Ya dari Pemerintah, ya, belum memberikan statement tadi.
Silakan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Kuasa Presiden,
silakan.

PEMERINTAH: [07:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya,
kami atas nama Pemerintah juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul
Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami sudah hadir lengkap, siap
mendengarkan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ANWAR USMAN [07:26]

Apakah Kuasa Presiden akan mengajukan ahli atau saksi?
PEMERINTAH: [07:34]

Saat ini belum, Yang Mulia. Kami siap mendengarkan.
KETUA: ANWAR USMAN [07:39]

Oh belum ... belum ada tanggapan, apakah menggunakan hak
untuk mengajukan ahli atau saksi, ya.

PEMERINTAH: [07:45]

Baik, Pak. Kami ... Yang Mulia, kami akan mengajukan hak kami,
Pak. Tapi mungkin tidak saat ini. Terima kasih, Yang Mulia. Saksi
ahlinya di tahap berikutnya.

KETUA: ANWAR USMAN [07:53]

Baik, kalau begitu, paling tidak hari Kamis, 12 Mei 2022 nanti
sudah ada kepastian dari Kuasa Presiden untuk (...)

PEMERINTAH: [08:06]
Siap, Yang Mulia, terima kasih.
KETUA: ANWAR USMAN [08:12]

(Ucapan tidak terdengar jelas) hak atau tidak.

Ya, baik sebelum sidang ditutup, Majelis akan mengesahkan alat
bukti dari Kuasa Presiden, yaitu PK-1 sampai dengan PK-5, benar, ya
Kuasa Presiden? Kuasa Presiden? Buktinya PK-1 sampai dengan PK-5,
benar?

PEMERINTAH: [09:05]

Siap, Yang Mulia.



25. KETUA: ANWAR USMAN [09:07]

Ya, baik sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, kalau tidak ada hal-hal lagi, maka sekali lagi saya ulangi
supaya lebih jelas, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, jam
13.30 WIB.

Dengan demikian, sidang-sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 9 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001
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silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=18&kat=1&menu=16 ).
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